PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 57/Permentan/0T.140/9/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan  program
pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah
bekerjasama dengan luar negeri melalui forum
bilateral, regional dan multilateral;

bahwa dari kerjasama dengan luar negeri tersebut,
Kementerian Pertanian mendapat berbagai fasilitas
pinjaman dan hibah;

bahwa agar pinjaman dan hibah luar negeri dalam
pelaksanaannya dapat berhasil guna dan berdaya
guna maka harus dikelola dengan baik;

bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk
meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan
pinjaman dan hibah luar negeri, perlu menetapkan
Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri Kementerian Pertanian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4353);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan
Hibah serta Penerusan dan/atau Hibah Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
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